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ABSTRAK 

Minuman beralkohol dalam masyarakat biasa disebut dengan minuman 
keras. Minuman keras/ beralkohol merupakan salah satu permasalahan klasik 
yang dialami sebagian besar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yang mana 
masalah minuman beralkohol ini dinilai sangat meresahkan bahkan merugikan 
masyarakat yang hingga kini belum ada solusi yang tepat untuk menghilangkan 
kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol. Penyebarannya yang kian meluas 
di seluruh kalangan masyarakat tanpa memandang status ekonomi dan batas usia. 
Semakin maraknya tindak kejahatan yang terjadi seperti penganiayaan, 
perampokan, perkelahian, pemerkosaan bahkan pembunuhan diakibatkan dari 
bermulanya pelaku mengkonsumsi minuman beralkohol. Diharapkan dengan 
adanya payung hukum yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol 
dapat mengurangi jumlah pelanggaran maupun tindak kejahatan yang diakibatkan 
dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Meskipun demikian pemberantasan 
minuman beralkohol di Kabupaten Bantul belum bisa dikatakan berhasil secara 
maksimal, walaupun sudah ada peningkatan dalam penjatuhan pidana denda bagi 
pelaku.  

 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bertujuan untuk menganalisa penegakan Perda terhadap peredaran minuman 
beralkohol di Kabupaten Bantul. Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis ini 
menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris dengan metode analisis data 
yang sifatnya kualitatif dengan berdasar pola deduktif untuk mengetahui secara 
jelas pelaksanaan penegakan Perda terhadap minuman beralkohol di Kabupaten 
Bantul. 

 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penegak hukum atas Perda 

dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mempunyai 
kewajiban dan tanggung jawab atas pelaksanaan Perda tentang minuman 
beralkohol telah melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Aksi penertiban 
yang dilakukan telah menjadi ancaman tersendiri bagi para pelanggar khususnya 
pengedar maupun penjual terutama distributor minuman beralkohol. Akan tetapi, 
aksi penertiban yang dilakukan selama ini dan juga penjatuhan sanksi berupa 
denda yang lebih besar belum cukup membuat efek jera bagi para pelanggar Perda 
minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. Peran serta masyarakatpun dirasa 
masih kurang dalam hal penegakan hukum khususnya tentang peredaran minuman 
beralkohol.  

 
 
 



 
iii 

 

 



 
iv 

 



 
v 



 
vi 



vii 

 

MOTTO 

 

PERCAYALAH BAHWA NASIB SESEORANG  

DITENTUKAN OLEH USAHA YANG DILAKUKAN, 

DAN TIADA HASIL  

YANG AKAN MENGHIANATI PROSES 

 

 

 

PERJUANGAN INI (SKRIPSI) HANYALAH SALAH SATU PROSES 

DARI SEKIAN BANYAK PROSES KEHIDUPAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami 

perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. 

Tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Bantul yang merupakan suatu Kabupaten 

yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan 

banyaknya pondok pesantren yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten 

Bantul. Akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan 

maraknya pengedaran dan penjualan  minuman keras/beralkohol dikalangan 

masyarakat.  

Masalah minuman keras/beralkohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri 

sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak 

saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi 

lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan 

mengkonsumsi minuman keras/beralkohol secara berlebihan hingga menyebabkan 

hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan 

pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga 

minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau 

sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik 

itu, kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak 

kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan. 
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Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sudah dijelaskan tempat-tempat 

yang diperbolehkan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan 

Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 pasal 6 ayat (1) tempat penjualan 

minuman beralkohol di daerah hanya dapat diselenggarakan pada :  

a. Hotel berbintang 3 (tiga), Hotel berbintang 4 (empat), Hotel berbintang 5 

(lima);  

b.  Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; dan 

c. Bar termasuk pub dan klub malam.1 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai 

penegak Perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu 

sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan 

menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.  

Menurut Winoto Raharjo, selaku Kasie. Satresnarkoba Polres Bantul, di 

Kabupaten Bantul setidaknya ada beberapa tempat yang menjadi sentral 

penertiban dan paling banyak melakukan pengedaran minuman beralkohol yang 

cukup besar dan wilayah yang pada umumnya dilakukan oleh para penjual yaitu 

wilayah yang berbatasan dengan Kotamadya Yogyakarta, diantaranya wilayah 

Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan dan di 

pinggiran Pantai Parangtritis/Parangkusumo dan Pantai Samas. Para pelaku di 

wilayah tersebut merupakan pemain lama dalam perdagangan minuman 

                                                           
1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, 

Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.. 
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beralkohol yang memang sudah mempunyai cara dan pengalaman dalam hal 

penjualan minuman beralkohol.2 

Selain itu menurut Surahmanta Nugraha, S.T., selaku staf Subbag Program 

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, sampai saat ini belum ada tempat ataupun 

lokasi di wilayah Kabupaten Bantul yang mempunyai ijin melakukan penjualan 

minuman beralkohol baik itu hotel, restoran maupun tempat – tempat hiburan 

yang tersebar di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi pada intinya segala bentuk 

peredaran maupun penjualan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Bantul 

dapat dikatakan illegal. Meskipun sudah ada beberapa tempat yang mengajukan 

permohonan ijin penjualan minuman beralkohol akan tetapi, sampai saat ini surat 

permohonan ijin tersebut belum juga diambil karena diperkirakan biaya retribusi 

permohonan ijin penjualan minuman beralkohol terlalu tinggi bagi pemohon.3 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa peredaran minuman 

keras/beralkohol di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tinggi dan diperlukan 

kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat untuk sama-sama 

memberantas peredaran minuman beralkohol. Akan tetapi dengan adanya 

peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol diharapkan dapat 

meminimalisir peredaran minuman beralkohol dan dapat mengurangi angka 

kejahatan yang diakibatkan oleh mengkonsumsi minuman beralkohol khususnya 

di Kabupaten Bantul. 

                                                           
2 Wawancara dengan Bapak Winoto Raharjo selaku Kasie. Satresnarkoba Polres Bantul 

pada 7 Juni 2016. 
3Hasil wawancara dengan Bapak Surahmanta Nugraha, S.T., selaku staf Subbag Program 

Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, dan untuk 

memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol 

di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 2 tahun 2012? 

2. Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di 

Kabupaten Bantul telah sesuai dengan perundang-undangan yang 

berlaku? 

3. Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya 

menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, 

maka penulis mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian  

a. Untuk mengetahui upaya penegak hukum dalam melakukan 

pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah 

Kabupaten Bantul sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 

2012. 

b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas Perda 

minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. 
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c. Bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh 

para aparat penegak hukum dalam menegakkan Perda minuman 

beralkohol di Kabupaten Bantul. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

wawasan pengetahuan di bidang hukum yang berhubungan 

dengan peredaran minuman beralkohol dan memberikan 

gambaran yang nyata mengenai penanganan, pencegahan dan 

penanggulangan peredaran minuman beralkohol. 

2. Mengetahui peranan aparat penegak hukum khususnya dalam 

penegakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat 

oleh pemerintah. 

3. Menambah pengetahuan tentang tindak pidana minuman 

beralkohol dalam lingkup pidana lokal. 

b.   Kegunaan Praktis 

1. Memberikan suatu kontribusi bagi aparat penegak hukum 

sebagai bentuk social control terhadap pelaksanaan Perda 

nomor 2 tahun 2012 tentang Pengawasan, pengendalian, 

pengedaran dan pelarangan penjualan minuman beralkohol 

melalui Perda yang dibentuknya. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan bahan 

evaluasi bagi seluruh pihak khususnya bagi aparat penegak 
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hukum dalam penegakan, peredaran, dan pelarangan penjualan 

minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. 

3. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum 

khususnya tentang minuman beralkohol bagi penyusun 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang penegakan hukum khususnya terhadap pelaksanaan 

sebuah Peraturan Daerah, penyusun menemukan beberapa literatur mengenai 

penerapan Perda tentang peredaran minuman keras. Beberapa penelitian dapat 

menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Skripsi karya Purwati yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan 

Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penertiban, Pengawasan, 

Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah Kota 

samarinda)” menjelaskan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam Peraturan 

Daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman yang beralkohol hanya 

diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada ijin usahanya, sehingga 

mendapatkan persetujuan atau telah mengantongi ijin dari instansi-instansi yang 
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ditunjuk seperti SATPOL PP.4 Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih 

menitikberatkan pada pemberlakuan Perda dalam lingkungan masyarakat. 

Muh. Wildan Fatkhuri dalam skripsinya “Efektifitas Perda Minuman 

Keras Terhadap Tindak Kriminal Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda 

nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol 

dan Minuman Memabukkan Lainnya)” menjelaskan bahwa tidak adanya efek jera 

bagi para penjual atau pengepul dikarenakan adanya subsidi dari para produsen 

minuman keras, apabila tertangkap atau terjaring operasi pekat yang dilakukan 

pihak pemerintah daerah maupun pihak kepolisian.5 Perbedaan dengan penelitian 

penyusun yaitu dalam karya ini lebih menjelaskan terhadap efek dari 

mengkonsumsi minuman beralkohol dan dampak negatif bagi masyarakat. 

Skripsi karya Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikah yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol” menjelaskan bahwa  

persoalan minuman keras menjadi masalah serius, karena termasuk masalah lama 

yang belum dapat ditumpas secara tuntas, namun lebih pada efek buruknya 

terhadap masyarakat. Minuman beralkohol menjadi salah satu faktor degradasi 

moral bangsa Indonesia, karena tidak hanya menjangkiti orang dewasa namun 

para generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa pun sudah terbiasa dengan 

                                                           
4 Purwati, “Pelaksanaan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda 

(Analisis Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang 
Penertiban, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Keras/ Beralkohol Dalam Wilayah 
Kota samarinda)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman Samarinda, 2012. 

5 Muh. Wildan Fatkhuri, “Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal 
Di Kabupaten Kulon Progo (Studi atas Perda nomor. 01 Tahun 2007 tentang Larangan dan 
Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)” . Skripsi Fakultas 
Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. 
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minuman beralkohol.6 Berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu 

lebih spesifik mengungkap masalah pelanggaran atas perda yang diterapkan. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, penyusun 

menitikberatkan pada beberapa aspek, yaitu; Penegakan Hukum, tindak pidana 

minuman keras dalam hukum pidana nasional dan lokal, dan Peran serta 

masyarakat dalam penegakan hukum. Keterkaitan pokok masalah dengan tiga 

aspek tersebut membutuhkan penegakan hukum untuk mengetahui norma-norma 

sosial di masyarakat serta membutuhkan kerangka konsepsional untuk membantu 

mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut.  

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman menggambarkannya atas tiga 

aspek, bahwa sistem hukum itu : 

1. Mempunyai struktur, 

2. Terdapat substansi yang meliputi: aturan, norma, dan perilaku nyata 

manusia yang ada di dalam sistem tersebut. Termasuk pula dalam 

pengertian substansi ini adalah semua produk darinya, seperti 

keputusan aturan-aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang-

orang yang berada dalam sistem tersebut. 

3. Memiliki budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai serta 

harapannya.7 

                                                           
6 Nurul Rahayu Dhuriyatus Sholikah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol”. 
Skripsi Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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Ketiga aspek tersebut digambarkan sebagai suatu struktur hukum yang 

diibaratkan sebuah mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau 

dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang 

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin, serta bagaimana mesin 

itu harus digunakan.8 

Kemudian mengenai penegakan hukum Soerjono Soekanto menyatakan. 

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai di dalam 

kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.9 

Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Hukumnya sendiri 

2. Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum 

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan 

                                                                                                                                                               
7M. Laurence Friedman, American Law: An Introduction, edisi kedua, Alih Bahasa oleh 

Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm.8. 
8Ibid., hlm.9. 
9 Soerjono Soekanto, Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.3. 
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5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.10 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan 

hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide 

abstrak menjadi kenyataan, maka sebetulnya sudah memasuki bidang 

manajemen.11 

Berada dalam tengah-tengah masyarakat dan kehidupan sosial yang 

kompleks yang sudah tidak sederhana lagi, lebih efisien apabila menempatkan 

pembicaraan di dalam konteks masyarakat dan lingkungan tersebut. Untuk lebih 

tegasnya, pembicaraan penegakan hukum akan ditempatkan dalam konteks 

masyarakat yang sudah menjadi semakin kompleks tersebut.  

Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief 

mengemukakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“criminal 

policy”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, 

yaitu “kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-

upaya untuk kesejahteraa/n sosial” (“social walfare policy”) dan 

                                                           
10 Ibid., hlm.4. 
11Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta 

Publishing, 2009), hlm. 12. 
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“kebijakan/upaya-upaya untuk  perlindungan masyarakat” (“social defence 

policy”).12 

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan tugas 

Satpol PP sebagai berikut,  

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan 
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 
masyarakat.”13 
 
Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010 menjelaskan beberapa fungsi Satpol PP 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah; 

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

                                                           
12Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77. 
13Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 
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6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.14 

 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 204 ayat (1) 

menjelaskan bahwa “Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau 

membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau 

kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kemudian ayat (2) juga 

menjelaskan “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah 

diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun”.15 

Penegakan hukum terhadap minuman beralkohol di Kabupaten Bantul 

diatur berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang merupakan upaya politik 

hukum pemerintah Kabupaten Bantul sebagai langkah penanggulangan peredaran 

minuman beralkohol melalui sistem penegakan hukum pidana. 

Perda Nomor 2 Tahun 2012 menjelaskan tentang larangan penjualan 

minuman beralkohol seperti yang tercantum dalam Pasal 21 sebagai berikut:16 

1. Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang memproduksi, 

mengkonsumsi, menyimpan, menjual dan/atau mengedarkan minuman 

                                                           
14 Ibid., 
15Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
16Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, 

Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul.. 
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beralkohol yang tidak termasuk ke dalam golongan A, golongan B, 

golongan C termasuk di dalamnya minuman hasil oplosan atau 

enceran, dan jenis minuman beralkohol lainnya. 

2. Penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung 

rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dilarang menjual minuman 

beralkohol dengan kadar ethanol di atas 15% (lima belas per seratus) 

dan golongan C. 

3. Penjual langsung minuman beralkohol dilarang menjual minuman 

beralkohol selain yang berasal dari 5 (lima) produsen atau importir 

Terdaftar Minuman Beralkohol (ITMB) atau distributor atau sub 

distributor atau kombinasi keempatnya yang menunjuknya.  

4. Setiap orang pribadi atau perusahaan dilarang menjual secara enceran 

dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan 

golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di 

lokasi sebagai berikut: 

a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, 

penginapam remaja, dan bumi perkemahan; 

b. Tempat yang berdekatan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan 

pemukiman; dan 

c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. 

5. Setiap orang pribadi atau perusahaan yang tidak memiliki Izin Tempat 

Penjualan Minuman Beralkohol, SIUP MB dan/atau SIUP dilarang 
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melakukan pengedaran, penjualan dan penyimpanan minuman 

beralkohol. 

 
Dijelaskan juga dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 yang berbunyi “Pengawasan dan pengendalian 

minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan bertujuan untuk: 

1. Melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol dan 

minuman oplosan; 

2. Memberikan kepastian hukum mengenai kegiatan pengadaan, 

peredaran dan penjualan minuman beralkohol; dan 

3. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

dalam melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol 

serta pelarangan minuman oplosan.17 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah salah 

satu payung hukum terhadap peran serta masyarakat yang diharapkan pemerintah. 

Ketentuan umum pada Pasal 1 poin 2 menyebutkan bahwa, “Peran Serta 

Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 

penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 

                                                           
17Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. 
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nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan 

sosial yang berlaku dalam masyarakat”.18 

Meskipun PP tersebut sifatnya khusus menyangkut masalah 

penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai produk 

legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta masyarakat, maka 

hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas pentingnya peran serta 

masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, penyusun berpandangan 

bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum (dalam hal 

ini terkait dengan pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol) 

tidak cukup diselesaikan oleh penegak hukum semata, tetapi bagaimana 

memainkan peran masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan yang 

timbul dari penegakan hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat pula yang 

sebaiknya lebih banyak berperan dalam penyelesaiannya. 

Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang 

menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu: 

1. Melakukan pencegahan terhadap pengedaran dan penjualan minuman 

beralkohol. 

2. Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukumam dari aparat 

penegak hukum. 

3. Melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib. 

 
                                                           

18Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. 

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu untuk 

menggambarkan secara sistematis fakta atau peristiwa tentang peredaran 

minuman beralkohol secara aktual dan cermat,19 yang kemudian dilakukan 

analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman 

beralkohol di Kabupaten Bantul. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  pendekatan yuridis-empiris. Untuk 

mengetahui bagaimana Perda Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang 

Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman 

Beralkohol di Kabupaten Bantul dapat diterapkan dalam perilaku nyata baik 

dalam hal peranan aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP maupun 

masyarakat itu sendiri. 

3. Pengumpulan Data 

a. Jenis data 

1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama di lapangan, dalam hal ini data maupun informasi tentang 

Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan sejumlah data yang berkenaan 

dengan pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Bantul. 

                                                           
19 M. Iqbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 2002), hlm.22. 
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2) Data sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil 

penelitian yang sudah dipublikasikan yang berupa buku, jurnal 

ataupun penelitian tentang peredaran minuman beralkohol. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi dokumen, berupa salinan Perda Nomor 2 Tahun 2012 

b. Pengamatan terhadap beberapa lokasi penjualan minuman 

beralkohol, sejumlah kegiatan atau peristiwa yang berhubungan 

dengan pengkonsumsian minuman beralkohol. 

c. Wawancara dengan  Kapolres/Anggota Polres Bantul, 

Kepala/Anggota Satpol PP Bantul, dan Dinas Perijinan Kabupaten 

Bantul untuk menggali informasi tentang penertiban dan 

pemberantasan minuman beralkohol. 

d. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, jurnal, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan 

penelitian ini serta arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan 

yang penyusun teliti. 

5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan pola: deduktif, yakni memaparkan fakta-fakta umum 

penegakan hukum di Indonesia untuk dianalisis dan hasilnya digunakan untuk 

memecahkan persoalan pengawasan, pengendalian, pengedaran dan pelarangan 

penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang 

secara singkat diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan 

masalah, rumusan masalah untuk membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti, 

tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian 

yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang akan mengupas 

pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang penegakan hukum, penegakan hukum di 

Indonesia dan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum atau 

problematika penegakan hukum di Indonesia serta pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan. 

Bab ketiga tentang menjelaskan tentang tindak pidana minuman 

keras/beralkohol dalam lingkup hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal. 

Bab keempat membahas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran 

minuman beralkohol di Kabupaten Bantul berdasar Perda Nomor 2 Tahun 2012. 

Bab kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari 

analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa 

digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk 

penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah melalui pembahasan pada empat bab sebelumnya tentang bagaimana 

implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, 

Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten 

Bantul, maka pada bab ini akan membentuk kesimpulan dari analisis yang 

dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penegakan Hukum terhadap Perda Minuman Beralkohol di Kabupaten 

Bantul. 

Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di 

Kabupaten Bantul dirasa belum efektif, masalah pengedaran dan penjualan 

minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit untuk melakukan 

pemberantasan dan menghilangkannya. Meskipun para aparat penegak hukum 

lebih gencar untuk melakukan razia ataupun operasi terhadap warung, kios 

maupun tempat – tempat hiburan dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar lebih 

berat akan tetapi, tanpa diimbangi dengan langkah pencegahan dan kesadaran 

masyarakat, usaha pemberantasan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul tidak 

akan berjalan seperti yang dicita-citakan. 

Dalam penegakan hukum, masalah sangat mungkin terjadi baik secara 

teknis maupun penegak hukumnya. Oleh karena itu pemberantasan minuman 
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beralkohol di Kabupaten Bantul tentunya juga tidak terlepas dari masalah 

kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak dari mengkonsumsi minum-

minuman beralkohol, rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya yang akan 

timbul setelah mengkonsumsi minuman beralkohol yang lebih mementingkan 

kesenangan sesaat dari pada mementingkan kehidupan untuk masa depan, dan 

juga dari aparat penegak hukumnya yang lebih mengedepankan langkah 

repressive (penindakan) dari pada langkah preventive-nya (pencegahan dan 

penanggulangan). 

Kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak hukum, yang mana 

masyarakat belum bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam 

penertiban minuman beralkohol sehingga menjadikan lemahnya kontrol atas 

kinerja aparat penegak hukum. 

2. Penegakan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Berdasar Perda Nomor 2 

Tahun 2012 

Para aparat hukum Kabupaten Bantul sekarang ini lebih gencar melakukan 

razia/ operasi terhadap peredaran Minuman Beralkohol untuk mengurangi 

permasalahan yang timbul akibat dari mengkonsumsi minuman haram tersebut. 

Terlebih lagi pada pelaku yang memproduksi minuman oplosan yang tidak hanya 

berakibat buruk bagi diri sendiri tapi juga orang lain. Penerapan sanksi bagi 

pelanggar Perda sejauh ini sudah menunjukkan adanya peningkatan untuk 

memberikan efek jera bagi para pelanggar Perda khususnya Perda minuman 

beralkohol, saat ini sanksi yang diberikan pada pelanggar Perda Minuman 

beralkohol jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya, khususnya bagi pemain 
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lama (residivis) yakni dengan sanksi pidana denda sepuluh kali lipat dari denda 

yang dijatuhkan ketika pertama kali melakukan pelanggaran. Seperti yang 

dijelaskan dalam Perda tersebut ancaman hukuman/ sanksi bagi pelanggar adalah 

maksimal 3 bulan kurungan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah). 

3. Beberapa kendala bagi aparat penegak hukum dan faktor – faktor yang 

menyebabkan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih 

sulit untuk ditanggulangi adalah sebagai berikut: 

a. Denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan. 

b. Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah untuk 

melakukan penegakan hukum sekaligus pemberantasan minuman 

beralkohol masih rendah. 

c. Koordinasi yang kurang intensif antara aparat penegak hukum dalam hal 

ini Satpol PP, Polres dan Polsek dengan tokoh masyarakat, sehingga sering 

terjadi kebocoran informasi sebelum aparat penegak hukum  terjun ke 

lapangan. Hal itu yang sering kali menimbulkan kurang maksimalnya 

ketika menggelar razia/ operasi penyakit masyarakat khususnya peredaran 

minuman beralkohol. 

d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP sehingga 

sering melakukan operasi gabungan dengan Polres dan Polsek untuk 

mencegah terjadinya kerusuhan antara aparat dengan masyarakat. 
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e. Masih banyaknya anak – anak muda yang suka mongkonsumsi minuman 

beralkohol khususnya miras oplosan yang dinilai harganya jauh lebih 

murah dibandingkan yang banyak beredar di pasaran. 

f. Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang bahaya dan dampak 

akan mengkonsumsi minuman beralkohol. 

 

B. Saran  

Kepentingan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan diberlakukannya Perda 

tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan 

Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul adalah untuk memberikan citra positif 

bagi masyarakat dengan diberantasnya minuman beralkolhol. Kepentingan 

masyarakat adalah terbebas dari problem dan penyakit masyarakat yang dinilai 

sangat meresahkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu dengan 

diberlakukannya Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, 

Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul 

harus benar-benar dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum. Intensitas 

penertiban harus lebih ditingkatkan  untuk menghambat ruang gerak distributor 

dalam mengedarkan minuman beralkohol. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan 

terhadap tempat-tempat hiburan maupun tempat yang memiliki ijin untuk 

melakukan penjualan minuman beralkohol agar tidak terdapat penyelewengan 

terhadap peraturan yang berlaku. Pemberantasan minuman beralkohol juga tidak 

terlepas dari dukungan masyarakat, baik bersifat moril, maupun dalam bentuk aksi 

nyata dalam mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan masyarakat. 
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Masyarakat diminta agar selalu memberikan informasi kepada aparat penegak 

hukum apabila terjadi pelanggaran minuman beralkohol di lingkungan 

masyarakat, sehingga dapat terwujudnya Kabupaten Bantul yang aman, tertib dan 

terbebas dari minuman beralkohol. 
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